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Abstrak 

Artikel ini menganalisis politik elektoral Indonesia setelah Pemilu 2024 melalui pembedaan antara 
konsolidasi demokrasi dan konsolidasi kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan dipahami sebagai pemusatan 
kapasitas politik melalui koalisi besar, personalisasi partai, reproduksi dinasti, pembiayaan mahal, 
pemanfaatan sumber daya negara, serta penguasaan agenda media dan platform digital. Berdasarkan 
pendekatan institusional dan ekonomi politik, artikel menunjukkan bahwa pemilu Indonesia tetap kompetitif 
dan memiliki legitimasi prosedural, tetapi kualitas kompetisi menghadapi tekanan berupa menipisnya 
oposisi, ketimpangan sumber daya, klientelisme, lemahnya demokrasi internal partai, dan problem 
kepercayaan terhadap lembaga. Pemilu 2024 dibaca sebagai titik balik karena menggabungkan 
kemenangan satu putaran, narasi kesinambungan, perubahan kontroversial syarat pencalonan, dan 
pembentukan koalisi pemerintahan dominan. Artikel menolak dikotomi sederhana antara stabilitas dan 
demokrasi: efektivitas pemerintahan dapat berjalan bersama pengawasan apabila transparansi, kebebasan 
kritik, netralitas aparatur, integritas peradilan, dan contestability dijaga. Agenda menuju Pemilu 2029 
mencakup kepastian aturan, reformasi pembiayaan, demokratisasi partai, tata kelola iklan digital dan AI, 
penguatan oposisi, serta perlindungan masyarakat sipil. Kesimpulannya, mutu demokrasi ditentukan bukan 
hanya oleh adanya pemungutan suara, melainkan oleh kemampuan warga mengorganisasi alternatif dan 
mengoreksi kekuasaan. 

Kata Kunci: politik elektoral; konsolidasi kekuasaan; demokrasi Indonesia; Pemilu 2024; partai politik; 
klientelisme; politik dinasti; oposisi; integritas pemilu; Pemilu 2029 

Catatan Metodologis 

Artikel ini merupakan telaah naratif-kritis berbasis analisis kelembagaan, ekonomi politik, dokumen hukum, 
data resmi penyelenggara pemilu, dan literatur ilmiah. Istilah konsolidasi kekuasaan digunakan sebagai 
kategori analitis untuk membaca hubungan antarlembaga dan distribusi sumber daya; bukan sebagai 
imputasi pidana atau penilaian atas motif personal. Fakta kuantitatif utama merujuk pada keputusan KPU, 
sedangkan penilaian demokrasi dari organisasi internasional diperlakukan sebagai salah satu indikator yang 
perlu dibaca bersama sumber nasional. 
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1. Pendahuluan: Pemilu di Tengah Perubahan Struktur Kekuasaan 

Pemilu Indonesia tetap kompetitif, berskala masif, dan ditopang partisipasi warga yang tinggi, tetapi 
kompetisi itu berlangsung dalam struktur kekuasaan yang makin terkonsentrasi. Konsolidasi kekuasaan di 
sini menunjuk pada proses ketika eksekutif, koalisi parlementer, elite partai, jaringan bisnis, birokrasi, dan 
ekosistem komunikasi politik saling mendekat sehingga biaya untuk menantang pusat kekuasaan 
meningkat. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah 
preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. 
Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila 
transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 

Pemilu 2024 memperlihatkan paradoks demokrasi elektoral. Di satu pihak, rakyat mempunyai pilihan, 
kampanye berlangsung nasional, penghitungan suara dapat diawasi, dan sengketa memperoleh saluran 
hukum. Di pihak lain, akses terhadap pencalonan, sumber daya kampanye, media, dukungan elite, dan 
aparatur kebijakan tidak terdistribusi secara seimbang. Karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup diukur 
dari terselenggaranya pemungutan suara. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan 
hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan 
pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan 
kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi 
penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Artikel ini menggunakan pendekatan institusional-ekonomi politik. Perhatian diarahkan bukan hanya 
kepada niat individu, melainkan kepada insentif yang dibentuk oleh sistem presidensial multipartai, aturan 
pencalonan, pembiayaan politik, kepemilikan media, patronase, dan lemahnya demokrasi internal partai. 
Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa aktor yang berbeda dapat menghasilkan pola serupa 
ketika berhadapan dengan aturan dan kebutuhan koalisi yang sama. Pada tingkat warga, dampaknya 
tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab 
itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, 
perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil 
pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Argumen utama artikel ialah bahwa Indonesia belum meninggalkan demokrasi elektoral, tetapi sedang 
menghadapi penyempitan ruang kompetisi substantif. Konsolidasi kekuasaan dapat menghasilkan 
stabilitas jangka pendek dan koordinasi kebijakan, namun tanpa pengimbang yang efektif ia berisiko 
mengubah pemilu menjadi mekanisme ratifikasi elite. Tantangannya adalah menjaga kemampuan rakyat 
untuk memberi mandat, mengoreksi pemerintah, dan mengganti penguasa secara bermakna. Secara 
institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis 
yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, 
pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme 
itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai pendahuluan: pemilu di tengah perubahan struktur kekuasaan 
tidak berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat 
koordinasi dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan 
kombinasi aturan yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang 
imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat 
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menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat 
memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu 
harus dipandang sebagai desain ekosistem demokrasi. 

2. Kerangka Konseptual: Konsolidasi Demokrasi dan Konsolidasi 

Kekuasaan 

Konsolidasi demokrasi berarti demokrasi menjadi aturan permainan yang diterima secara luas: kekalahan 
diakui, oposisi dilindungi, hukum mengikat penguasa, dan pemilu memungkinkan alternasi. Konsolidasi 
kekuasaan berbeda. Ia terjadi ketika pemenang memperluas kendali lintas lembaga, menyerap pesaing, 
menguasai distribusi sumber daya, dan menurunkan ketidakpastian politik bagi dirinya sendiri. Dalam 
perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat 
diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak 
sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, 
perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan 
yang lebih mahal. 

Kedua proses itu kadang berjalan bersama, misalnya ketika pemerintahan stabil memperkuat lembaga. 
Namun keduanya juga dapat bertentangan. Stabilitas yang diperoleh melalui koalisi sangat besar, kooptasi 
lawan, pelemahan pengawasan, atau aturan yang menguntungkan petahana dapat mengurangi kontestasi. 
Dengan demikian, stabilitas tidak otomatis identik dengan demokrasi berkualitas; pertanyaan pentingnya 
ialah bagaimana stabilitas dibentuk dan siapa yang menanggung biayanya. Pada tingkat warga, dampaknya 
tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab 
itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, 
perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil 
pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Dalam demokrasi delegatif, pemimpin terpilih cenderung menafsirkan kemenangan sebagai mandat luas 
yang membatasi kebutuhan akan kontrol horizontal. Dalam sistem kartel partai, partai-partai lebih tertarik 
berbagi akses negara daripada menawarkan alternatif programatik. Dalam klientelisme, hubungan warga 
dan kandidat ditengahi pertukaran manfaat partikular. Ketiga konsep ini membantu membaca politik 
Indonesia tanpa menyederhanakannya sebagai pertarungan tokoh. Secara institusional, persoalan ini harus 
dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh 
mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran 
dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, 
perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Secara normatif, konsolidasi kekuasaan menjadi problem ketika mengurangi contestability, yakni 
kemungkinan nyata bagi gagasan, kelompok, dan calon alternatif untuk masuk dan menang. Ukuran penting 
bukan hanya apakah oposisi secara formal ada, tetapi apakah ia mempunyai sumber daya, akses media, 
perlindungan hukum, serta peluang institusional untuk mengawasi dan mengajukan pilihan kebijakan yang 
berbeda. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah 
preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. 
Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila 
transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 
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Dengan demikian, pembahasan mengenai kerangka konseptual: konsolidasi demokrasi dan konsolidasi 
kekuasaan tidak berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan 
manfaat koordinasi dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan 
kombinasi aturan yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang 
imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat 
menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat 
memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu 
harus dipandang sebagai desain ekosistem demokrasi. 

3. Lintasan Historis: Dari Reformasi ke Presidensialisme Koalisional 

Reformasi 1998 membuka sistem kepartaian, memperkuat kebebasan sipil, membatasi masa jabatan 
presiden, mendesentralisasikan kekuasaan, dan memperkenalkan pemilihan langsung. Perubahan itu 
membongkar monopoli politik Orde Baru. Namun demokratisasi juga mewarisi oligarki ekonomi, jaringan 
birokrasi, ketimpangan sumber daya, dan budaya patronase yang mampu beradaptasi dengan pemilu. Pada 
tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki 
konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, 
independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan 
pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Presidensialisme multipartai mendorong presiden membangun koalisi luas agar agenda dan anggaran 
memperoleh dukungan DPR. Koalisi semacam ini dapat mengurangi kebuntuan, tetapi juga mengaburkan 
garis pemerintah–oposisi. Partai yang berkompetisi keras dalam pemilu dapat bergabung setelah pemilu, 
sehingga pemilih kesulitan menghubungkan janji, tanggung jawab, dan sanksi elektoral. Secara 
institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis 
yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, 
pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme 
itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Desentralisasi memperluas arena kompetisi dan melahirkan pemimpin lokal, tetapi juga memindahkan 
sebagian praktik patronase ke daerah. Pemilihan kepala daerah menjadi jalur mobilitas politik sekaligus 
ruang reproduksi dinasti, jaringan kontraktor, dan broker suara. Politik nasional dan lokal kemudian saling 
bertaut melalui pencalonan, dukungan partai, pembiayaan kampanye, serta distribusi proyek. Dari sudut 
ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi 
organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi 
prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau 
kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Lintasan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bukan cerita linear tentang kemajuan atau 
kemunduran. Ia merupakan arena hibrida tempat inovasi demokratis berhadapan dengan adaptasi elite. 
Pemilu langsung memberi warga daya tawar, tetapi elite belajar mengelola ketidakpastian melalui koalisi, 
personalisasi partai, survei, media digital, dan penguasaan sumber daya organisasi. Dalam perspektif 
manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. 
Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai 
kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan 
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terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih 
mahal. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai lintasan historis: dari reformasi ke presidensialisme koalisional 
tidak berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat 
koordinasi dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan 
kombinasi aturan yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang 
imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat 
menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat 
memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu 
harus dipandang sebagai desain ekosistem demokrasi. 

4. Arsitektur Konstitusional dan Sistem Pemilu 

UUD 1945 pasca-amandemen membangun pemilihan presiden langsung, parlemen bikameral asimetris, 
Mahkamah Konstitusi, serta lembaga penyelenggara pemilu. Arsitektur tersebut memberi dasar kompetisi 
demokratis. Akan tetapi, interaksi antara presidensialisme, multipartai, ambang batas parlemen, dan 
mekanisme pencalonan menciptakan ketergantungan besar calon terhadap pimpinan partai. Secara 
institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis 
yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, 
pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme 
itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Sistem proporsional terbuka memberi pemilih kesempatan memilih calon legislatif secara langsung. 
Keunggulannya ialah kedekatan wakil dengan pemilih. Kekurangannya ialah kompetisi intrapartai yang 
mahal, personalisasi kampanye, dan insentif penggunaan broker serta pemberian material. Kandidat tidak 
hanya melawan partai lain, tetapi juga rekan separtainya sendiri. Dari sudut ekonomi politik, distribusi 
sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah 
pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, 
tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak 
terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Aturan pemilu harus dinilai berdasarkan kepastian, kesetaraan, partisipasi, dan waktu perubahan. 
Perubahan dekat dengan pemilu, terutama jika memengaruhi kelayakan kandidat, dapat menurunkan 
kepercayaan walaupun ditempuh melalui prosedur hukum. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi 
titik penting perdebatan mengenai batas antara penafsiran konstitusional, kebijakan hukum terbuka, konflik 
kepentingan, dan legitimasi elektoral. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil 
kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan 
pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan 
kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi 
penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Reformasi arsitektur tidak cukup dengan mengganti satu formula. Perubahan harus memikirkan efek 
sistemik: penyederhanaan partai jangan mematikan representasi; penguatan partai jangan memperkuat 
oligarki internal; penurunan biaya kampanye jangan membatasi kebebasan komunikasi. Prinsip dasarnya 
adalah menciptakan kompetisi yang terbuka, adil, dapat diawasi, dan stabil aturannya. Pada tingkat warga, 
dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. 
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Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi 
lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan 
pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai arsitektur konstitusional dan sistem pemilu tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

5. Pemilu 2024 sebagai Titik Balik 

KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara 
atau sekitar 58,59 persen suara sah nasional. Kemenangan satu putaran menunjukkan kemampuan 
membangun koalisi sosial dan politik yang luas. Ia juga menandai keberhasilan narasi kesinambungan, 
pencitraan personal, organisasi partai, jaringan relawan, dan komunikasi digital. Dari sudut ekonomi politik, 
distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah 
pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, 
tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak 
terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Hasil tersebut tidak boleh direduksi menjadi akibat satu faktor. Pemilih mempertimbangkan kepemimpinan, 
stabilitas, program sosial, identitas, evaluasi atas pemerintahan sebelumnya, dan persepsi kemampuan. 
Namun konteks keunggulan sumber daya, dukungan elite, perdebatan netralitas negara, serta perubahan 
syarat pencalonan membuat Pemilu 2024 relevan sebagai studi mengenai fairness, bukan sekadar legalitas. 
Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat 
diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak 
sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, 
perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan 
yang lebih mahal. 

Pemilu legislatif menghasilkan delapan partai yang melampaui ambang batas nasional. Fragmentasi tetap 
ada, tetapi konfigurasi pascapemilu bergerak ke arah koalisi pemerintahan yang dominan. Ketika mayoritas 
partai berada di sekitar pemerintah, mekanisme koreksi dapat berpindah dari debat terbuka di parlemen 
menuju negosiasi internal elite yang kurang transparan. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu 
pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator 
evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, 
serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap 
dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Makna titik balik terletak pada normalisasi gagasan bahwa kesinambungan dapat dipadukan dengan 
regenerasi keluarga politik, koalisi besar, dan kampanye berbasis popularitas. Jika pola ini menjadi standar, 
calon alternatif pada 2029 memerlukan bukan hanya dukungan pemilih, tetapi juga akses terhadap 
kendaraan partai, modal besar, jaringan media, dan legitimasi institusional sejak jauh hari. Secara 
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institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis 
yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, 
pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme 
itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai pemilu 2024 sebagai titik balik tidak berhenti pada diagnosis. 
Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan partisipasi sambil 
mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang pasti, organisasi 
yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun 
instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat 
menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola 
dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain ekosistem 
demokrasi. 

6. Koalisi Besar dan Menipisnya Oposisi 

Koalisi besar lazim dalam presidensialisme multipartai karena presiden memerlukan dukungan untuk 
legislasi, anggaran, dan pengisian jabatan. Ia dapat mempercepat keputusan dan mengurangi konflik 
antarlembaga. Namun koalisi yang terlalu dominan mengurangi fungsi oposisi sebagai pembawa informasi, 
penguji kebijakan, dan penyedia alternatif bagi pemilu berikutnya. Dalam perspektif manajemen publik, 
legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak 
selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu 
baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh 
dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Oposisi bukan musuh negara. Dalam demokrasi, oposisi merupakan institusi informal yang mengoreksi bias 
optimisme pemerintah, mengungkap biaya tersembunyi, dan mewakili warga yang tidak memilih pemenang. 
Tanpa oposisi yang memiliki kapasitas, parlemen berisiko menjadi arena konfirmasi, sedangkan kritik 
berpindah ke jalan, media sosial, atau pengadilan. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu 
pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator 
evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, 
serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap 
dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Kooptasi dapat berlangsung melalui pembagian jabatan, akses anggaran, perlindungan jaringan, atau 
peluang elektoral pada masa depan. Tidak semua bergabungnya partai merupakan transaksi buruk; 
kompromi merupakan bagian pemerintahan. Persoalan muncul ketika kompromi menghapus perbedaan 
program dan membuat pertanggungjawaban kolektif kabur. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca 
melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah 
melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran 
dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, 
perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Penguatan oposisi memerlukan hak kelembagaan: kepemimpinan komisi tertentu, akses data, waktu 
bicara, kemampuan membentuk panitia penyelidikan, perlindungan terhadap kriminalisasi, serta 
pembiayaan partai yang tidak bergantung pada pemerintah. Dengan itu, oposisi dapat bekerja berbasis 
bukti, bukan sekadar retorika antagonistik. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan 
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siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan 
legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan 
keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan 
lama memerlukan keduanya. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai koalisi besar dan menipisnya oposisi tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

7. Partai Politik, Personalisasi, dan Demokrasi Internal 

Partai adalah pintu masuk utama jabatan publik, tetapi banyak partai Indonesia terpusat pada ketua umum, 
keluarga, atau patron utama. Rekrutmen dan pencalonan kerap kurang transparan. Ketika keputusan 
strategis terkonsentrasi, anggota, kader daerah, perempuan, dan kelompok muda memiliki ruang terbatas 
untuk membentuk agenda. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan 
keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses 
penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih 
menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas 
proses terus diperbaiki. 

Personalisasi membuat merek tokoh lebih penting daripada platform. Keuntungannya ialah komunikasi 
lebih mudah dan mobilisasi lebih cepat. Risikonya ialah organisasi menjadi rapuh, suksesi tidak 
institusional, serta kritik internal dipandang sebagai ketidakloyalan. Pemilu kemudian memilih figur sambil 
menyisakan ketidakjelasan tentang program partai. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui 
relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah 
melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran 
dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, 
perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Mahalnya pencalonan memperkuat ketergantungan pada pemodal dan jaringan bisnis. Istilah mahar politik 
sulit dibuktikan secara hukum dalam setiap kasus, tetapi persepsi mengenai biaya rekomendasi 
menunjukkan adanya masalah struktural. Kandidat yang membiayai kampanye mahal memperoleh insentif 
memulihkan biaya melalui akses kebijakan atau kontrak. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya 
menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara 
legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap 
memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. 
Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Demokratisasi internal dapat ditempuh melalui pemilihan pengurus yang kompetitif, audit keanggotaan, 
prosedur pencalonan terbuka, batas masa jabatan pimpinan, pelaporan keuangan, dan mekanisme banding 
internal. Negara dapat memberi insentif pendanaan publik berbasis kepatuhan, pendidikan kader, 
representasi perempuan, serta kualitas laporan keuangan. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi 
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membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu 
langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru 
terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat 
menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai partai politik, personalisasi, dan demokrasi internal tidak 
berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi 
dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan 
yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas 
warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi 
tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan 
teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang 
sebagai desain ekosistem demokrasi. 

8. Dinasti Politik dan Reproduksi Elite 

Dinasti politik tidak selalu berarti ketidakmampuan individu yang memiliki hubungan keluarga. Masalah 
utamanya adalah ketimpangan kesempatan. Kerabat pejabat menikmati pengenalan nama, jaringan donor, 
akses partai, pengalaman birokrasi, dan perhatian media yang tidak tersedia bagi warga biasa. Kompetisi 
legal dapat tetap berlangsung, tetapi titik awalnya tidak setara. Secara institusional, persoalan ini harus 
dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh 
mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran 
dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, 
perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Di tingkat daerah, dinasti tumbuh melalui kombinasi desentralisasi, lemahnya kaderisasi, kontrol atas 
birokrasi, dan jaringan ekonomi lokal. Jabatan berpindah di antara pasangan, anak, saudara, atau sekutu. Di 
tingkat nasional, hubungan keluarga dapat menghubungkan presiden, partai, pemerintahan daerah, dan 
lembaga lain sehingga persepsi konflik kepentingan meningkat. Dari sudut ekonomi politik, distribusi 
sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah 
pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, 
tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak 
terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Larangan berbasis hubungan darah pernah menghadapi persoalan konstitusional karena membatasi hak 
politik. Karena itu, respons yang lebih proporsional ialah memperkuat keterbukaan konflik kepentingan, 
masa jeda tertentu untuk jabatan yang memiliki kontrol langsung, seleksi partai yang transparan, netralitas 
aparatur, dan penegakan ketat penyalahgunaan fasilitas negara. Dalam perspektif manajemen publik, 
legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak 
selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu 
baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh 
dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Ukuran keberhasilan bukan hilangnya keluarga dari politik, melainkan hadirnya arena yang memungkinkan 
non-dinasti bersaing. Jika kandidat tanpa nama keluarga, modal besar, atau jabatan publik dapat 
memperoleh nominasi dan liputan yang adil, maka hubungan keluarga tidak otomatis menentukan hasil. 
Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara 
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memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan 
data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan 
pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai dinasti politik dan reproduksi elite tidak berhenti pada diagnosis. 
Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan partisipasi sambil 
mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang pasti, organisasi 
yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun 
instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat 
menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola 
dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain ekosistem 
demokrasi. 

9. Politik Uang, Klientelisme, dan Broker 

Politik uang merupakan gejala sekaligus mekanisme. Ia tumbuh ketika kompetisi kandidat mahal, 
identifikasi programatik lemah, pengawasan terbatas, dan pemilih menghadapi kebutuhan ekonomi 
mendesak. Pemberian menjelang pemilu tidak selalu membeli kepatuhan secara mekanis, tetapi dapat 
membangun rasa kewajiban, menunjukkan kapasitas, dan mengaktifkan jaringan sosial. Dari sudut ekonomi 
politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di 
sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur 
minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan 
tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Broker menghubungkan kandidat dengan komunitas melalui tokoh lokal, organisasi, keluarga, atau jaringan 
pekerjaan. Mereka menyediakan informasi dan mobilisasi, tetapi juga dapat mengubah kewargaan menjadi 
transaksi partikular. Dalam proporsional terbuka, kebutuhan mengidentifikasi pendukung di antara calon 
separtai memperbesar penggunaan jaringan semacam ini. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi 
membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu 
langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru 
terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat 
menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Pemberantasan tidak cukup melalui penangkapan pada hari tenang. Kebijakan harus menurunkan biaya 
kompetisi, meningkatkan pendanaan publik, melindungi pelapor, memperbaiki bukti digital, serta membuat 
program universal lebih dapat diandalkan. Ketika warga menerima pelayanan sebagai hak, ketergantungan 
pada pemberian personal berkurang. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses 
informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu 
mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta 
kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, 
sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Pendidikan pemilih perlu menghindari menyalahkan warga miskin. Rasionalitas pemilih dapat mencakup 
menerima manfaat yang pasti ketika janji program dianggap tidak kredibel. Karena itu, solusi etis adalah 
membangun kepercayaan bahwa kebijakan publik akan hadir setelah pemilu dan bahwa pilihan politik tidak 
mengancam akses terhadap layanan. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara 
aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan 
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mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan 
ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus 
mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai politik uang, klientelisme, dan broker tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

10. Sumber Daya Negara, Birokrasi, dan Politik Petahana 

Petahana atau kandidat yang didukung pusat kekuasaan memiliki keunggulan wajar berupa rekam jejak dan 
visibilitas. Masalah muncul ketika keunggulan jabatan berubah menjadi penyalahgunaan: mobilisasi 
aparatur, penggunaan fasilitas, tekanan terhadap kepala daerah, politisasi bantuan, atau komunikasi 
pemerintah yang menyerupai kampanye. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan 
hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan 
pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan 
kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi 
penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Bantuan sosial mempunyai tujuan konstitusional dan tidak boleh dihentikan semata karena pemilu. Namun 
desain, waktu, atribusi, dan komunikasi harus dipagari. Penerima harus memahami bahwa bantuan berasal 
dari negara berdasarkan hak dan kriteria, bukan hadiah pribadi. Basis data dan keputusan alokasi perlu 
dapat diaudit. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan 
bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, 
keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan 
janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Netralitas ASN sulit ditegakkan bila karier bergantung pada pejabat politik dan sanksi tersebar di banyak 
lembaga. Penguatan sistem merit, dokumentasi perintah, kanal pelaporan aman, serta keputusan yang 
cepat penting untuk mencegah tekanan. TNI dan Polri juga memerlukan standar transparan yang menjaga 
jarak dari kontestasi. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan 
praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses 
nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas 
media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar 
menyerukan moralitas. 

Batas antara kebijakan dan kampanye harus dirumuskan sebelum tahapan pemilu. Aturan ad hoc mudah 
diperdebatkan. Protokol yang jelas mengenai kunjungan kerja, iklan layanan publik, pembagian bantuan, 
penggunaan data warga, dan kehadiran pejabat dalam kampanye akan melindungi kandidat sekaligus 
aparatur. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah 
preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. 
Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila 
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transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai sumber daya negara, birokrasi, dan politik petahana tidak 
berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi 
dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan 
yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas 
warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi 
tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan 
teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang 
sebagai desain ekosistem demokrasi. 

11. Media, Pemilik Modal, dan Pembentukan Agenda 

Media massa tetap menentukan isu yang dianggap penting, siapa yang tampak layak, dan bagaimana konflik 
dibingkai. Konsentrasi kepemilikan serta keterlibatan pemilik dalam politik menimbulkan risiko bias agenda. 
Bias tidak selalu berbentuk berita palsu; ia dapat muncul melalui pemilihan narasumber, intensitas liputan, 
urutan berita, dan penghilangan isu. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses 
informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu 
mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta 
kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, 
sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Ekonomi media yang tertekan membuat redaksi bergantung pada iklan, pemilik, platform, dan konten 
berbiaya rendah. Kampanye berbayar dapat menyamar sebagai informasi. Karena itu, transparansi 
kepemilikan, pemisahan berita dan iklan, deklarasi konflik kepentingan, serta penguatan media publik dan 
komunitas diperlukan. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal 
dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: 
proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada 
visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, 
bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Kebebasan pers bukan hanya hak jurnalis, tetapi infrastruktur pemilu. Jurnalis harus dapat menyelidiki 
pembiayaan, kekayaan kandidat, konflik kepentingan, dan kinerja pemerintah tanpa intimidasi. Pada saat 
yang sama, standar verifikasi dan hak jawab melindungi publik dari tuduhan tanpa bukti. Dari sudut ekonomi 
politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di 
sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur 
minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan 
tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Literasi media warga perlu bergerak dari sekadar mengenali hoaks menuju pemahaman ekonomi perhatian. 
Pemilih harus mengetahui mengapa konten tertentu muncul, siapa yang membayar, data apa yang 
digunakan, dan emosi apa yang diaktifkan. Keterbukaan iklan politik lintas media menjadi prasyarat 
akuntabilitas. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus 
proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-
mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. 
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Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah 
keputusan yang lebih mahal. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai media, pemilik modal, dan pembentukan agenda tidak berhenti 
pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

12. Platform Digital, Influencer, dan Politik Algoritmik 

Platform digital menurunkan biaya komunikasi dan memungkinkan warga berpartisipasi, tetapi algoritma 
mengutamakan keterlibatan, bukan kebenaran. Konten emosional, sederhana, dan berulang memperoleh 
keuntungan. Kampanye modern memadukan akun resmi, influencer, relawan, iklan terarah, meme, dan 
jaringan anonim. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan 
praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses 
nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas 
media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar 
menyerukan moralitas. 

Influencer mengaburkan batas antara dukungan pribadi dan promosi berbayar. Tanpa label yang jelas, 
pemilih tidak mengetahui hubungan finansial atau organisasi di balik pesan. Peraturan harus mewajibkan 
arsip iklan, identitas pembayar, jangkauan, segmentasi, dan nilai belanja, dengan perlindungan privasi. Dari 
sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi 
menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat 
memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, 
imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Disinformasi perlu ditangani tanpa memberi pemerintah kewenangan berlebihan untuk menentukan 
kebenaran politik. Pendekatan berlapis lebih aman: verifikasi independen, koreksi cepat, pengurangan 
amplifikasi perilaku manipulatif, akses peneliti terhadap data, dan proses keberatan yang transparan. 
Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat 
diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak 
sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, 
perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan 
yang lebih mahal. 

Kecerdasan buatan generatif menambah risiko deepfake, produksi massal pesan, dan personalisasi 
propaganda. Respons menjelang 2029 harus mencakup autentikasi konten resmi, watermark yang dapat 
diuji, prosedur tanggap insiden, pendidikan publik, serta sanksi bagi penipuan yang menimbulkan kerugian 
nyata. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa 
suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, 
keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan 
janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 
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Dengan demikian, pembahasan mengenai platform digital, influencer, dan politik algoritmik tidak berhenti 
pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

13. Survei, Konsultan, dan Industri Elektoral 

Survei memberi informasi penting mengenai preferensi, evaluasi kebijakan, dan perubahan opini. Namun 
survei juga dapat menjadi instrumen pembentukan persepsi tentang siapa yang mungkin menang. Efek 
bandwagon dan strategic voting membuat publikasi survei memiliki konsekuensi politik, terutama ketika 
metodologi dan pendanaan tidak transparan. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya 
menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara 
legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap 
memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. 
Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Konsultan politik mengprofesionalkan kampanye melalui riset, segmentasi, pesan, dan organisasi 
lapangan. Profesionalisasi dapat memperbaiki respons terhadap pemilih, tetapi juga memperkuat kandidat 
bermodal besar dan mendorong politik sebagai rekayasa citra. Ketika strategi menggantikan program, 
pemilih menerima merek tanpa kontrak kebijakan yang terukur. Dalam perspektif manajemen publik, 
legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak 
selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu 
baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh 
dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Standar asosiasi profesi, pengungkapan sponsor, data mikro teranonimkan, metode sampling, tingkat 
respons, pembobotan, dan margin kesalahan penting untuk akuntabilitas. Media juga harus melaporkan 
survei sebagai estimasi, bukan ramalan pasti. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, 
akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu 
mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta 
kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, 
sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Universitas dapat berperan sebagai penjaga mutu melalui audit metodologi dan pendidikan statistik. Namun 
lembaga akademik harus mengungkap konflik kepentingan. Integritas pengetahuan menjadi bagian dari 
integritas pemilu karena keputusan pemilih dipengaruhi oleh klaim tentang opini publik. Secara 
institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis 
yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, 
pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme 
itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai survei, konsultan, dan industri elektoral tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
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partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

14. Politik Identitas, Polarisasi, dan Rekonsiliasi Elite 

Identitas agama, etnis, daerah, kelas, dan generasi merupakan bagian sah dari demokrasi. Ia menjadi 
berbahaya ketika lawan digambarkan tidak setara sebagai warga, ketika kebencian diorganisasi, atau ketika 
akses layanan dikaitkan dengan identitas politik. Polarisasi afektif membuat pemilih tidak sekadar berbeda, 
tetapi membenci kelompok lain. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil 
kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan 
pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan 
kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi 
penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Indonesia mengalami polarisasi yang kuat pada beberapa pemilu, kemudian menyaksikan rekonsiliasi elite 
melalui koalisi. Rekonsiliasi dapat menurunkan ketegangan, tetapi belum tentu menyembuhkan hubungan 
sosial. Bila elite berdamai tanpa memulihkan kepercayaan warga, publik dapat merasa konflik identitas 
hanya alat mobilisasi. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan 
keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses 
penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih 
menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas 
proses terus diperbaiki. 

Politik programatik menawarkan jalan keluar dengan memindahkan kompetisi menuju kualitas pekerjaan, 
pendidikan, kesehatan, pangan, iklim, dan tata kelola. Namun program harus menunjukkan trade-off, 
sumber anggaran, indikator, serta kelompok yang diuntungkan. Janji tanpa pembiayaan hanya mengganti 
simbol identitas dengan simbol kebijakan. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi 
antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan 
mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan 
ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus 
mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Forum lintas kelompok, debat berbasis bukti, dan penegakan konsisten terhadap ujaran kebencian dapat 
menurunkan eskalasi. Negara harus netral dan berhati-hati agar regulasi tidak digunakan selektif terhadap 
pengkritik. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah 
preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. 
Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila 
transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai politik identitas, polarisasi, dan rekonsiliasi elite tidak berhenti 
pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
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pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

15. Lembaga Penyelenggara dan Integritas Proses 

KPU, Bawaslu, dan DKPP memikul beban besar mengelola pemilu serentak di negara kepulauan. 
Keberhasilan logistik tidak boleh diremehkan. Namun legitimasi bergantung pada independensi, 
kompetensi, keterbukaan data, konsistensi keputusan, serta kemampuan menangani pelanggaran dengan 
cepat. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa 
suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, 
keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan 
janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Integritas proses mencakup registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan, 
rekapitulasi, dan sengketa. Keterbukaan pada satu tahap tidak menutup kelemahan tahap lain. Audit 
berbasis risiko membantu memusatkan sumber daya pada daerah, transaksi, dan jenis pelanggaran yang 
paling rawan. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik 
informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses 
nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas 
media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar 
menyerukan moralitas. 

Digitalisasi rekapitulasi meningkatkan akses informasi tetapi bukan pengganti dokumen legal. Sistem harus 
memiliki pengujian independen, jejak audit, keamanan siber, tata kelola perubahan perangkat lunak, dan 
prosedur koreksi. Kesalahan teknis yang dikomunikasikan buruk dapat berkembang menjadi krisis 
kepercayaan. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah 
preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. 
Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila 
transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 

Seleksi penyelenggara harus terbuka, meritokratis, dan bebas transaksi politik. Anggaran yang memadai 
perlu disertai audit. Perlindungan bagi petugas lapangan, termasuk kesehatan dan beban kerja, merupakan 
bagian integritas karena kualitas keputusan bergantung pada manusia. Dalam perspektif manajemen 
publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya 
tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, 
lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak 
gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai lembaga penyelenggara dan integritas proses tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
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process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

16. Mahkamah, Etika Kekuasaan, dan Legitimasi 

Pengadilan konstitusi berfungsi sebagai penjaga aturan ketika konflik elektoral tidak dapat diselesaikan 
secara politik. Kekuatan itu memerlukan kepercayaan tinggi. Putusan yang sah secara formal dapat tetap 
menghadapi defisit legitimasi jika prosesnya dianggap memiliki konflik kepentingan atau argumentasi yang 
tidak konsisten. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan 
praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses 
nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas 
media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar 
menyerukan moralitas. 

Peristiwa seputar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan etik terhadap Ketua MK menegaskan 
bahwa etika bukan aksesori hukum. Recusal, pengungkapan hubungan, konsistensi preseden, dan alasan 
putusan yang dapat diperiksa merupakan fondasi kewibawaan. Dari sudut ekonomi politik, distribusi 
sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah 
pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, 
tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak 
terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Sengketa hasil pemilu sering menuntut bukti terstruktur mengenai hubungan antara pelanggaran dan hasil. 
Namun pelanggaran yang tersebar dapat sulit dibuktikan dengan standar kausal sempit. Sistem perlu 
menyediakan pemulihan efektif sejak tahap awal sehingga semua masalah tidak ditumpuk pada sengketa 
hasil. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang 
dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak 
sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, 
perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan 
yang lebih mahal. 

Reformasi harus menjaga independensi hakim dari tekanan politik sekaligus memperkuat akuntabilitas etik. 
Mekanisme pengangkatan yang transparan, pemeriksaan rekam jejak, deklarasi kepentingan, dan 
penegakan etik yang tidak partisan dapat mengurangi ketergantungan pada kepercayaan personal. Pada 
tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki 
konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, 
independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan 
pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai mahkamah, etika kekuasaan, dan legitimasi tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
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tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

17. Ekonomi Politik Pembiayaan Kampanye 

Kampanye nasional dan legislatif memerlukan biaya untuk transportasi, saksi, media, konsultan, 
pertemuan, dan organisasi lapangan. Ketika pendapatan partai dari iuran kecil, kebutuhan dipenuhi 
kandidat, donor besar, atau jaringan bisnis. Ketergantungan ini menciptakan risiko kebijakan sebagai 
pengembalian investasi. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu 
mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi 
penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila 
transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 

Laporan dana kampanye formal belum selalu menangkap pengeluaran pihak ketiga, dukungan natura, 
jaringan relawan, dan belanja digital. Batas sumbangan bermakna hanya jika identitas pemilik manfaat akhir 
diketahui. Perusahaan perantara dapat menyembunyikan donor sebenarnya. Dalam perspektif manajemen 
publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya 
tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, 
lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak 
gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Pendanaan publik yang lebih besar layak dipertimbangkan dengan syarat ketat: audit, pendidikan kader, 
demokrasi internal, keterwakilan, dan sanksi pengurangan dana. Tujuannya bukan membiayai elite tanpa 
kontrol, melainkan mengurangi ketergantungan pada uang privat dan membangun organisasi programatik. 
Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara 
memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan 
data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan 
pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Otoritas pengawas memerlukan data lintas perbankan, pajak, pengadaan, dan kepemilikan perusahaan 
dengan perlindungan hukum. Publikasi dalam format terbuka memungkinkan jurnalis dan masyarakat sipil 
menemukan pola yang luput dari audit kepatuhan. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui 
relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah 
melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran 
dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, 
perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai ekonomi politik pembiayaan kampanye tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 
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18. Masyarakat Sipil, Kampus, dan Ruang Kritik 

Masyarakat sipil menghubungkan warga dengan isu yang tidak selalu diwakili partai: antikorupsi, 
lingkungan, hak minoritas, kebebasan pers, disabilitas, dan hak pekerja. Dalam era koalisi dominan, fungsi 
pemantauan eksternal semakin penting karena koreksi parlementer dapat melemah. Dalam perspektif 
manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. 
Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai 
kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan 
terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih 
mahal. 

Kampus mempunyai tanggung jawab menghasilkan pengetahuan independen dan ruang debat. Pernyataan 
akademik menjelang pemilu mencerminkan kekhawatiran etis, tetapi kampus juga harus menjaga metode, 
pluralisme, dan kebebasan dosen maupun mahasiswa. Otonomi tidak berarti bebas dari kritik; ia berarti 
keputusan ilmiah tidak dikendalikan kekuasaan. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, 
akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu 
mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta 
kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, 
sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Tekanan dapat berbentuk hukum, ekonomi, administratif, serangan digital, atau delegitimasi. Perlindungan 
pembela kepentingan publik, bantuan hukum, keamanan digital, serta standar anti-SLAPP membantu 
mempertahankan kritik yang bertanggung jawab. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui 
relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah 
melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran 
dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, 
perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Hubungan masyarakat sipil dan partai perlu cukup dekat untuk memengaruhi kebijakan tetapi cukup 
mandiri untuk mengawasi. Jika seluruh energi politik berada di luar partai, reformasi sulit menjadi undang-
undang; jika organisasi terlalu bergantung pada elite, kapasitas kritik menurun. Dari sudut ekonomi politik, 
distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah 
pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, 
tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak 
terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai masyarakat sipil, kampus, dan ruang kritik tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 
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19. Representasi Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Rentan 

Demokrasi elektoral berkualitas harus membuka representasi substantif. Kuota pencalonan perempuan 
penting, tetapi penempatan nomor, dukungan partai, pembiayaan, kekerasan berbasis gender, dan beban 
perawatan memengaruhi peluang terpilih. Kehadiran numerik harus diikuti pengaruh pada agenda. Pada 
tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki 
konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, 
independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan 
pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Pemuda merupakan mayoritas penting pemilih, tetapi sering diperlakukan sebagai pasar konten, bukan 
pembuat kebijakan. Kandidat muda dari dinasti tidak identik dengan representasi generasi. Representasi 
memerlukan jalur kaderisasi, organisasi, dan sumber daya bagi pemuda dari latar beragam. Secara 
institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis 
yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, 
pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme 
itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Penyandang disabilitas menghadapi akses fisik, informasi, dan prosedural. Masyarakat adat, kelompok 
miskin kota, pekerja migran, dan warga terpencil juga mengalami biaya partisipasi berbeda. Desain universal 
dan konsultasi sejak awal lebih efektif daripada perbaikan sesudah masalah muncul. Dari sudut ekonomi 
politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di 
sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur 
minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan 
tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Partai perlu melaporkan distribusi dukungan kepada kandidat, bukan hanya komposisi daftar. Media dan 
penyelenggara dapat menyediakan data terpilah. Dengan demikian, inklusi menjadi indikator yang dapat 
diuji, bukan slogan. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus 
proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-
mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. 
Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah 
keputusan yang lebih mahal. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai representasi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan tidak 
berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi 
dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan 
yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas 
warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi 
tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan 
teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang 
sebagai desain ekosistem demokrasi. 

20. Pilkada, Calon Tunggal, dan Konsolidasi Lokal 

Pilkada memperlihatkan bagaimana konsolidasi bekerja di tingkat lokal. Koalisi hampir seluruh partai dapat 
menghasilkan calon tunggal, menyempitkan pilihan, dan memindahkan kompetisi ke tahap pencalonan. 
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Kotak kosong menyediakan pilihan hukum, tetapi tidak selalu memiliki organisasi, saksi, dan akses 
informasi yang sebanding. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan 
formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme 
berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan 
pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, 
bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Calon tunggal dapat muncul karena petahana sangat populer, tetapi juga karena biaya masuk tinggi, 
kartelisasi partai, tekanan terhadap penantang, atau perhitungan strategis elite. Karena itu, angka calon 
tunggal perlu dibaca bersama kualitas seleksi partai dan kesempatan kandidat alternatif. Dari sudut 
ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi 
organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi 
prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau 
kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Desain ulang dapat mencakup perpanjangan pendaftaran, penurunan syarat dukungan calon perseorangan 
yang tetap menjaga verifikasi, transparansi rekomendasi partai, dan debat wajib yang membahas pilihan 
kotak kosong. Pendanaan saksi dan akses media perlu dipikirkan agar pilihan tersebut substantif. Dalam 
perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat 
diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak 
sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, 
perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan 
yang lebih mahal. 

Pengawasan lokal harus melindungi aparat desa, pegawai, dan penerima bantuan dari tekanan. Politik lokal 
sangat relasional; kanal pelaporan nasional yang anonim dan investigasi bergerak dapat mengurangi risiko 
pembalasan. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan 
bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses penantang, 
keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih menghubungkan 
janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai pilkada, calon tunggal, dan konsolidasi lokal tidak berhenti pada 
diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan 
partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang 
pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. 
Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due 
process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi 
tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain 
ekosistem demokrasi. 

21. Stabilitas, Efektivitas Pemerintah, dan Risiko Checks and Balances 

Pendukung koalisi besar menekankan kebutuhan pemerintah efektif untuk menjalankan pembangunan, 
hilirisasi, perlindungan sosial, dan reformasi birokrasi. Argumen ini sah. Negara yang selalu buntu tidak 
otomatis demokratis, dan warga menilai hasil nyata. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya 
menentukan siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara 
legalitas dan legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap 
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memunculkan keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. 
Demokrasi yang tahan lama memerlukan keduanya. 

Namun efektivitas harus dibedakan dari minimnya keberatan. Kebijakan berkualitas memerlukan informasi 
yang sering berasal dari oposisi, auditor, ilmuwan, media, dan kelompok terdampak. Pengawasan 
memperlambat sebagian keputusan, tetapi dapat mencegah biaya yang jauh lebih besar. Dalam perspektif 
manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. 
Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai 
kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan 
terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih 
mahal. 

Checks and balances bukan veto permanen. Desain yang baik menetapkan waktu keputusan, kewajiban 
alasan, keterbukaan data, evaluasi pascapelaksanaan, dan mekanisme koreksi. Dengan itu, pemerintah 
dapat bergerak cepat tanpa kebal dari pemeriksaan. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu 
pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator 
evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, 
serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap 
dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Konsolidasi kekuasaan yang sehat hanya mungkin jika kekuasaan terkonsentrasi untuk eksekusi tetapi 
dibatasi untuk penyalahgunaan. Mandat elektoral memberi kewenangan memerintah, bukan hak menutup 
kompetisi berikutnya. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal 
dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: 
proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada 
visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, 
bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai stabilitas, efektivitas pemerintah, dan risiko checks and balances 
tidak berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat 
koordinasi dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan 
kombinasi aturan yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang 
imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat 
menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat 
memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu 
harus dipandang sebagai desain ekosistem demokrasi. 

22. Skenario Menuju Pemilu 2029 

Skenario pertama adalah kompetisi terkendali: koalisi dominan bertahan, kandidat utama lahir dari 
negosiasi elite, dan pemilu tetap kompetitif tetapi pilihan program sempit. Skenario kedua adalah 
fragmentasi ulang akibat konflik suksesi, ekonomi, atau distribusi jabatan. Skenario ketiga adalah 
revitalisasi demokratis melalui reformasi partai, pembiayaan, dan ruang publik. Dalam perspektif 
manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat diperiksa. 
Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak sebagai 
kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan 
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terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan yang lebih 
mahal. 

Teknologi akan menjadi pembeda. Data pemilih, AI generatif, influencer, dan iklan mikro dapat 
meningkatkan efisiensi sekaligus manipulasi. Persiapan regulasi tidak boleh menunggu masa kampanye. 
Standar transparansi dan pengujian harus disusun dengan industri, akademisi, penyelenggara, dan 
masyarakat sipil. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, akses informasi, dan 
keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu mencakup akses 
penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta kemampuan pemilih 
menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, sementara kualitas 
proses terus diperbaiki. 

Faktor ekonomi juga menentukan. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan, harga, ketimpangan, dan layanan 
dapat mengubah koalisi sosial. Program populis mungkin meningkat. Tantangannya adalah memastikan 
janji disertai pembiayaan dan tidak menggunakan penerima manfaat sebagai basis loyalitas politik. Secara 
institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan formal dan praktik informal. Analisis 
yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, 
pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme 
itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Suksesi internal partai merupakan variabel kritis. Jika kepemimpinan dan pencalonan terbuka, 2029 dapat 
melahirkan alternatif. Jika partai makin personalistik, kompetisi akan bergantung pada perpecahan elite dan 
modal besar. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa yang mampu mengubah 
preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting. 
Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik apabila 
transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai skenario menuju pemilu 2029 tidak berhenti pada diagnosis. 
Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan partisipasi sambil 
mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang pasti, organisasi 
yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun 
instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat 
menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola 
dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain ekosistem 
demokrasi. 

23. Agenda Reformasi Elektoral 

Reformasi pertama adalah kepastian aturan. Perubahan mendasar harus dilakukan jauh sebelum tahapan, 
melalui partisipasi bermakna dan simulasi dampak. Putusan pengadilan harus diimplementasikan 
konsisten serta disertai pengaturan transisi. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada mutu pilihan, 
akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator evaluasi perlu 
mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, serta 
kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap dihormati, 
sementara kualitas proses terus diperbaiki. 
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Kedua, pembiayaan politik harus dibuat transparan dan realistis. Audit waktu nyata, identitas pemilik 
manfaat, arsip iklan digital, pengawasan pengeluaran pihak ketiga, dan pendanaan publik bersyarat dapat 
menutup jarak antara laporan dan praktik. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi 
antara aturan formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan 
mekanisme berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan 
ketergantungan pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus 
mengubah insentif, bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Ketiga, demokrasi internal partai perlu dihubungkan dengan insentif negara. Pendanaan, akses media, dan 
fasilitas dapat diberikan berdasarkan kualitas kaderisasi, keterwakilan, audit, serta keterbukaan seleksi. 
Sanksi harus bertahap dan dapat diuji. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan siapa 
yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan legitimasi 
menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan keraguan publik 
apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan lama memerlukan 
keduanya. 

Keempat, netralitas negara memerlukan pagar operasional bagi bantuan sosial, birokrasi, aparat keamanan, 
dan komunikasi publik. Kelima, kebebasan pers, masyarakat sipil, dan akademik harus dilindungi. Keenam, 
penyelenggara dan peradilan harus memiliki integritas, kapasitas teknologi, serta etika konflik kepentingan. 
Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan sekaligus proses yang dapat 
diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan dapat mula-mula tampak 
sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit dikoreksi. Sebaliknya, 
perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan mencegah keputusan 
yang lebih mahal. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai agenda reformasi elektoral tidak berhenti pada diagnosis. 
Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat koordinasi dan partisipasi sambil 
mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan kombinasi aturan yang pasti, organisasi 
yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun 
instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat 
menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola 
dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu harus dipandang sebagai desain ekosistem 
demokrasi. 

24. Penutup: Mengembalikan Pemilu sebagai Mekanisme Koreksi 

Politik elektoral Indonesia berada di antara dua kemungkinan. Pemilu dapat tetap menjadi arena rakyat 
mengoreksi kekuasaan, atau berangsur menjadi ritual legitimasi bagi konfigurasi elite yang telah ditentukan 
sebelumnya. Perbedaannya terletak pada keterbukaan pencalonan, kesetaraan sumber daya, independensi 
lembaga, dan kebebasan kritik. Secara institusional, persoalan ini harus dibaca melalui relasi antara aturan 
formal dan praktik informal. Analisis yang hanya berpusat pada tokoh mudah melewatkan mekanisme 
berulang: proses nominasi yang tertutup, pembiayaan mahal, pertukaran dukungan, dan ketergantungan 
pada visibilitas media. Karena mekanisme itu beroperasi lintas pemilu, perbaikan harus mengubah insentif, 
bukan sekadar menyerukan moralitas. 

Konsolidasi kekuasaan tidak selalu buruk; pemerintahan memerlukan kapasitas dan dukungan. Tetapi 
demokrasi meminta lebih dari kapasitas: ia menuntut pembatasan, pertanggungjawaban, dan kemungkinan 
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alternasi. Koalisi besar harus diimbangi parlemen yang aktif, pengadilan terpercaya, media bebas, partai 
demokratis, dan masyarakat sipil kuat. Dari sudut ekonomi politik, distribusi sumber daya menentukan 
siapa yang mampu mengubah preferensi menjadi organisasi. Di sinilah pembedaan antara legalitas dan 
legitimasi menjadi penting. Tindakan dapat memenuhi prosedur minimum, tetapi tetap memunculkan 
keraguan publik apabila transparansi, imparsialitas, atau kesetaraan tidak terlihat. Demokrasi yang tahan 
lama memerlukan keduanya. 

Reformasi tidak boleh menunggu krisis. Aturan Pemilu 2029, tata kelola AI, pembiayaan kampanye, serta 
netralitas negara harus disiapkan sejak dini. Keterlibatan publik perlu substantif, dengan draf, data, alasan, 
dan tanggapan yang terbuka. Dalam perspektif manajemen publik, legitimasi membutuhkan hasil kebijakan 
sekaligus proses yang dapat diperiksa. Konsekuensinya tidak selalu langsung. Pelemahan pengawasan 
dapat mula-mula tampak sebagai kelancaran koordinasi, lalu baru terasa ketika kesalahan kebijakan sulit 
dikoreksi. Sebaliknya, perdebatan terbuka yang tampak gaduh dapat menyediakan informasi penting dan 
mencegah keputusan yang lebih mahal. 

Pada akhirnya, kedaulatan rakyat bukan hanya hak memasukkan surat suara. Ia adalah kemampuan warga 
membentuk agenda, memperoleh informasi, mengorganisasi alternatif, mengawasi pemenang, dan 
mengganti pemerintah tanpa rasa takut. Itulah ukuran apakah konsolidasi yang terjadi memperkuat negara 
demokratis atau hanya memperkuat pemegang kekuasaan. Pada tingkat warga, dampaknya tampak pada 
mutu pilihan, akses informasi, dan keyakinan bahwa suara memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, indikator 
evaluasi perlu mencakup akses penantang, keterbukaan data, independensi lembaga, perlindungan kritik, 
serta kemampuan pemilih menghubungkan janji dengan pertanggungjawaban. Hasil pemilu tetap 
dihormati, sementara kualitas proses terus diperbaiki. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai penutup: mengembalikan pemilu sebagai mekanisme koreksi 
tidak berhenti pada diagnosis. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana mempertahankan manfaat 
koordinasi dan partisipasi sambil mengurangi konsentrasi kesempatan. Jawabannya memerlukan 
kombinasi aturan yang pasti, organisasi yang demokratis, keterbukaan informasi, penegakan yang 
imparsial, dan kapasitas warga. Tidak satu pun instrumen bekerja sendiri: transparansi tanpa sanksi dapat 
menjadi ritual; sanksi tanpa due process dapat menjadi alat politik; pendanaan publik tanpa audit dapat 
memperkuat elite; dan teknologi tanpa tata kelola dapat memperbesar ketimpangan. Reformasi karena itu 
harus dipandang sebagai desain ekosistem demokrasi. 
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Glossarium 

Akuntabilitas horizontal: Pengawasan terhadap pemerintah oleh lembaga negara lain, seperti parlemen, 
pengadilan, auditor, dan komisi independen. 

Alternasi kekuasaan: Kemungkinan nyata terjadinya pergantian pemerintah melalui pemilu yang bebas dan 
adil. 

Big-tent coalition: Koalisi sangat luas yang menampung banyak partai dan kepentingan di sekitar 
pemerintah. 

Clientelism/klientelisme: Pertukaran dukungan politik dengan manfaat partikular melalui hubungan 
personal atau jaringan broker. 

Contestability: Keterbukaan arena politik bagi masuknya penantang, gagasan, dan organisasi alternatif. 

Demokrasi delegatif: Keadaan ketika pemimpin terpilih menafsirkan mandat elektoral sebagai keleluasaan 
luas dengan kontrol horizontal terbatas. 

Demokrasi elektoral: Sistem yang memilih pejabat melalui pemilu kompetitif, meskipun kualitas 
kebebasan dan pengawasannya dapat bervariasi. 

Dinasti politik: Reproduksi jabatan dan pengaruh politik melalui hubungan keluarga yang memberikan 
keuntungan struktural. 

Disinformasi: Informasi salah atau menyesatkan yang disebarkan secara sengaja untuk memengaruhi 
persepsi atau tindakan. 

Efek bandwagon: Kecenderungan sebagian pemilih mendukung kandidat yang dipersepsikan akan 
menang. 

Kartelisasi partai: Kecenderungan partai berkolusi untuk berbagi akses negara dan mengurangi kompetisi 
programatik. 

Kooptasi: Penyerapan lawan atau kelompok independen ke dalam struktur kekuasaan melalui insentif, 
jabatan, atau akses. 

Oligarki: Dominasi politik oleh kelompok kecil yang menguasai sumber daya material dan organisasi secara 
tidak seimbang. 

Personalisasi politik: Pergeseran fokus dari organisasi dan program menuju figur pemimpin atau kandidat. 

Politik uang: Pemberian uang, barang, atau manfaat untuk memengaruhi pilihan atau perilaku elektoral. 

Polarisasi afektif: Jarak emosional antarkelompok politik yang ditandai ketidaksukaan dan 
ketidakpercayaan kuat. 

Proporsional terbuka: Sistem pemilu legislatif ketika pemilih dapat memilih calon dan kursi ditentukan 
menurut suara partai serta calon. 

Regulatory capture: Keadaan ketika kebijakan atau pengawasan lebih melayani kepentingan kelompok 
yang seharusnya diatur. 

Sumber daya negara: Anggaran, fasilitas, data, aparatur, kewenangan, dan komunikasi resmi yang dikelola 
pemerintah. 
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Checks and balances: Pembagian dan pengimbangan kekuasaan agar tidak ada lembaga yang bertindak 
tanpa kontrol. 
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